
 
 
 
 

 
 

BUPATI SUKOHARJO 

 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR   25 TAHUN  2010 

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 59  

TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa di wilayah Sukoharjo terjadi serangan hama wereng coklat yang 

mengakibatkan sebagian petani gagal panen, untuk mengolah lahan kembali 

perlu biaya antara lain untuk pembelian solar, untuk itu perlu merevisi 

anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo khususnya kegiatan 

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk 

Pertanian; 

b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas perlu merubah Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 

59 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2010; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Kelima Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2009 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2010; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan 

dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2009 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 15); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 172); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 59 TAHUN 2009 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010. 
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2009 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2010 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 255), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran  

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 46) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Lampiran  untuk   Satuan    Kerja  Perangkat  Daerah    Dinas 

Pertanian Kabupaten Sukoharjo diubah sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini. 

2. Perubahan  Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan  Bupati ini, dan selanjutnya 

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2010. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

Ditetapkan  di  Sukoharjo 

pada tanggal  5 Juli 2010 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

ttd 

 

BAMBANG RIYANTO 

 Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal  5 Juli 2010 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUKOHARJO 

 

            ttd 

 

     Ign. INDRA SURYA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  

TAHUN 2010  NOMOR   61 

 


